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MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI-/

KEPALABAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPATA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAT

NOMOR: KEP. oo3 /M.PPN/01/2OO3
TENTANG

PENGANGKATAN

BENDAHARAWAN KHUSUS

DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS

OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGLINAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO3

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimban5q a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Menteri Negara Perenc anaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Meneg.

PPN/Kepala Bappenas) Menteri Keuangan telah menetapkan

Dana Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala Bappenas;

b. bahwa agar pengelolaan Dana Khusus Operasional tersebut

dapat terlaksana dengan balk dipandang perlu diangkat

seorang Bendaharawan Khusus dan seorang Atasan Langsung

Bendaharawan Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala

Bappenas Tahw Anggaran 2OO3;

c. bahwa mereka yanS tercantum dalam I'amptran Keputusan ini
dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai

Bendaltarawan Khusus dan Atasan l,angsun8 Bendaharawan

Khusus Operasional Meneg. PPN/Kepala Bappenas Tahun

Anggaran2OO3;

1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbi. 1925

Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

Men.gingat

2.Undang...
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Merretapkan

PERl)\A{A

2. Undan5E-undang Nomor 20 Tahun 2OOZ tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O03;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pedoman

Pelaksarraan Angg aran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 228lM Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2OO1 tentang
Kedudukan, Tugas,, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahttn 2002;

6. Keputusan Presiden Nomor 1O3 Tahun 2OO1 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja l*mbaga Pemerintah Non Departenlen
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
3Tahun2OO2;

7. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nonror KEP.O5O/M.PPN/ 03/ 2OO2 tentang Or5;anisasi d,an Tata
Ke{a Kantor Menteri Negam Perencanaan Pemb angunan
Nasional/ Badan P erencanaan Pembangunan Nasional;

MEMTTTLISKAN:

KEPT]TUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGTINAN

NASIONAI,/KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGIINAN
NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN
KHUSUS DAN ATASAN TANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS

OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCNNAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2OO3

Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan
ini sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung
Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Per.nbangunan

Nasional Tahun Anggaran 2OO3;

Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

KtDt',\

Nasional . . .
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KETIGA

KEEMPAT

I(ELIMA

Nasional bertanggung jawab atas penggunaarl Llang yang
. diserahkan kepadanya sebagaintana dimaksud pasal 77 Undang-

undairg Perbendaharaan Illdonesia (lCW) Stbl. Ig25 Nomor 448;

: Atasan Iangsung Bendahatawan Khusus Operasionai Menteri
Negara Perencanazn Pembangunan Nasional/IGpala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, bertangu:ng jawab balk
dari segi keuangan maupun seSi fisik untuk kegiatan yang
dllaksanakan setaa atas ketertiban administrasi keuzngan yang
diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

P erenc anaan Pembangunan Nasional I

: Sebagai tanda pengesahair pada Iampiran II Kepuhrsan ini
dicantumkan tanda tzngan sertra paraf pejabat yarrg

bersangkutan dengan ketentuan bahwa tznda tzngan serta paraf
tidak sah, ap btl?- tidak sesuai C,engan yang ter"cantum dalam
Lampiran II Keputusan ini;

': Kepufisan ini berlaku sejak tanSSal ditetapkan dengan ketentuan
apablla dikemudian hari terdapat kekeliruan daiam Keputusan ini,
akan dradakan perubahan sebagatrr.ana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal .17 Januari 2OOS

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
PEMBANGUNAN NASIONAL,KEPALA BADAN PEREN

--4->7-

. KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Direltur JerT detal Anggaran Deparlemen Keuangan;

Inspektur Utama Bappenasl

Kepala Kantor Perbendaharzan dan Kas Negara Jakarla I;
Yang bersangkutan untuk digunakan sebagatuana mestinya.
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PIMBANGUNAN NASIONAL,/ KEPALA BADAN

PERENCANAAN EMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : KXP. oo3 /M.PPN/O1/2OO9
TANGGAL : t7 JantariZOO3

BENDAHARAWAN KHUSUS

DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS

OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGARAN 2OO3

L Yuri Dirgantara
NrP.350000942
rr/b

2. Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA

NrP. 350000480
lY/a

Bendahar awan Khusus Operasional

Meneg. PPN/Bappenas

Tahun Anggaran 2OO3

Atasan I,anSsung Bendaharawan Khusus

Operasional Meneg. PPN/Bappenas

Tahun Anggaran 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGT]NAN NASIONAL/

. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
'-?'a'A-

KWI GIE
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR : I(EP. oo3 /M.PPN/O|/2OO3
TANGGAL : rz Jan:uari 2003

TANDA TANGAN DAN PARAF

BINDAHARAWAN KHUSUS

DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS

OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGARAN 2OO3

Tanda tan-qan Paraf

1. Yuri Dirgantara
NrP 3500000942
Pangkatll/b

2. Drs. Dwi Wahyrr Atmaji, MPA

NIP.350000480
Pangkat lY / a

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMRANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PEREN
7L,-rL

PEMBANGUNAN NASIONAI,

h

GIE

Nama
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K[LINL,\

Nasional bertanggng jawab atas pengSunaan uang yang

diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pasal 77 Undang-

undairg Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;

Atasan LanSsung Bendaharuwan Khusus Operasionai Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perel:rcalnaan Pembangunan Nasional, berlanggung jawab balk
dari segi keuangan maupur. segi fisik untuk kegiatan yan9

dllaksanakan sefia atas ketediban administrasi kerangan yang

diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Menteri
Negara Perencanaan Pembangrtnan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Sebagai tanda pengesahan pada l,ampiran II Keputusan ini
dicantumkan tanda tangan seda paraf pejabat yang

bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paral
tidak sah, apablla fidak sesuai dengan yang tercantum dalam
Lampiran II Keputusan inil

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apablla dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,
akan diadakan peutbahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tarrgal tt Febr-nari 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE

SALINAN Kepntusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketlla Badan Pemeriksa Keuangan;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Direktur Jenderal An5garan Departemen Keuangan;

4. Inspektur Utama Bappenas;

5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;

6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagarmana mestinya.

KEPALA BADAN PERENC
'-U)->'L



MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU

KEPALA BAPPENAS

KEPI]TUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAI,A BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KXP. 006 /M.PPN/ol/2OOs
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIP,

PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAIIARAWAN PRO\TK
MATA ANGGARAN 55

KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO3

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangrtnan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Meneg.

PPN/Bappenas) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) Tahun Anggaran 2003, di lingkungan Kantor Meneg.

PPN/Bappenas telah ditetapkan 4 (empat) buah Proyek

Angqaran Pembangunan, yaitu : (1) Proyek Pembangur.an

Kelembagaan Perencanaanl (2) Proyek Studi Peny'usunan

Kebijakan dan Program Pembangttnan Nasional; (3) Proyek

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia; (4) Proyek

Prasarana Fisik;

b. bahwa agar proyek sebagaimana tersebut pada hrrtfi a dapat

berja\an dengan lancar, efekttf, dan efisien perlu ditetapkan

Pejabat Penandatangan Daftar lsian Proyek (DIP), Pemimpin

Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada

httrof a di alas;

c. bahwa mereka yang tercanltm dalam l,ampfuan Kepufusan ini
dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai

Pejabat ...



Mengingat

Menetapkan

-2

Pejabat Penandatangan Daftar Isian Proyek (DIP), Pemimpin
Proyek dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut pada

httruf a danb di atas;

1. Undang-undang Petbendaharaan lndonesia (lCW. Stb1. 1925
Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (l*mbaran
Negara Tahun 1968 Nomor 53);

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2OO2 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OO3;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pengadaan Barungfiasa Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2OO1 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja l*mbaga Pemerintah Non Departemen

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden

Nonror 46 Tahun 2OO2:

6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor: KEP.OSO/M.PPN / 03/ 2002 tentang Organisasi danTata
Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSI(AN:

KEPT]TUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

PENANDATANGAN DIP, PEMIMPIN PROYEK DAN
BENDAHARAWAN PROYEK MATA ANGGARAN 55 KANTOR
MENTERI NEGARA PERINCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2OO3.

PERTAMA: ...



PERTA.T\L\

KEDLIA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Mengangkat mereka yang tercantlum dalam Lampiran I Keputusan

ini sebagai Pejabat Penandatangan DIP, Pemimpin Proyek dan

Bendaharawan Proyek Mata Angaran 55 Kantor Meneg.

PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2OO3;

Men-rberi kuasa kepada Pejabat Penandatangan DIP yang tersebut

dalam Lampiran I Keputusan ini, untuk ntenandatangani DIP yang

rencanany^ telah disetujui oleh Meneg. PPN/Kepala Bappenas dan

selanjutnya bertindak selaku penanggungjawab proyek;

Pemimpin Proyek sebagaimana tercantum dalam Lamprran I
Keputusan ini, bertugas mengadakan pen9amatan dat

Wngawasarl atas pelaksanaan proyek, mengadakan penllaian dan

penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan

mengadakan penSawasan terhadap pengelolaan uan1 negara

yang diteima, serta bertanggungawab balk dari segi administrasi,

keuangan maupurl dari segi fisik untuk proyek yang dipintpinnya;

Bendaharawan Proyek sebagaimana tercanf.tm dalant Lampiran I

Keputusan rni, bertanggangawab atas penggunaan uang yar.g

diserahkan kepadanya sebagarmana din-raksud pada pasal 77

lJndang-tmdang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925

Nomor 448) sebagaimana telah dtrbah dan drtambah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;

Sebagai tanda pengesahan maka dicantumkan tarda tar.gar. serta

paraf dari yang bersangkutan., dengan ketentuan bahwa tanda

taflgarr serta paraf dianggap tidak sah apabila tidak sesuai detgan
yang tercantum dalam Lampran II Keputusan ini;

f)engan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Nomor : KEP. 023IM.PPN / l2/2OOl tentang Pengangkatan Pejabat

Penandatangan DIP, Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan

Bendalrat:awan Proyek/Bagian Proyek Mata Anggaran 55 Pada

Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Pet:encanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggar an 2OO2

dinya takan tidak berlaku Iagi;

KETUJUH: ...
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KETL'ILI I

KEPALA BADAN PEREN,4 AAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

K GIE

SAI,INAN Keputusan ini disamoaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriks a Keuangan;

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

3. Direktur Je nderal Anggaran, Departemen Keuangan;

4. Kepala Kantor Perben daharaan dan Kas Negara Jakarta III;
5. Inspektur Utama Bappenasl

6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003, dengan
ketentuan apablla dlkemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Kepufusan ini, akan diadakan perubahan sebagatmana mestinya.

Ditetapkan di Jakafia
Padatanggal 31 Januari 2OO3

MENTERI NEGARA PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/



I/.MPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGLINAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 006 /M.PPN/O1/2OO3

TANGGAL :31 Januai2OO3

PEJABAT PENANDATANGAN DIP,

PEMIMPIN PRO}'EK DAN BENDAHARAWAN PROYEK

MATA ANGGARAN 55

KANTOR MENTERI NEGARA PER.ENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL

TAHUNANGGARAN 2OO3

1

2

I

i)

tl

Sekretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris Utama Bappenas

Agus Sutarman, SE

NIP. 350000727
I[r/b

Mukijo
NIP. 350000731
lI/ c

Er.win Dimas, SE, DEA

NIP. 3500001012
lll/ a

Drs. M. Arif, MSi

NIP. 350000598
ilt/d

Jusuf Arbi, SE, MA
NIP. O60063067

TTI/b

Pejabat Penand atangan Daftar Isian Proyek (DIP)

Kantor Meneg. PPN/Bappenas

Tahun Anggar an 2003

Pemimpin Proyek Pembangunan Kelembagaan

Perencanaan

Tahun Anggaran 2OO3

Bendaharawan Proyek Per-nbangunan Kelembagaan

Perencanaan

Tahun Anggaran 2OO3

Pemimpin Proyek Studi Penyusunan Kebijakan

dan Program Pembangunan Nasional

Tahun Anggaran 2003

Bendaharawan Proyek Studi Penyusunan Kebijakan

dan Program Pembangunan Nasional

Tahun Anggaran 2OO3

Pemimpin Proyek Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Manusia

Tahun Anggara n 2003

7. Edy...



7 Edy Susanto, S.Sos

NIP. 35000572
III/ a

8. Drs. Kasirin

NrP. 350000273
w/b

Rokhman

NrP. 3sO000728

ll/ c

Bendahar aw an Proyek Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya Manusia

Tahun Anggaran 2OO3

Pemimpin Proyek Prasarana Fisik

Tahttn Ang5laran 2OO3

Bendaharawan Proyek Prasarana Fisik

Tahun Anggaran 2OO3

9

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,,/

KEPALA BADAN
nar-'^

PEMBANGUNAN NASIONAL,

GIE



LAMPIRAN II
KEPT-]TUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/KXPALA BAPPENAS

NOMOR : IGP. 006 /M.PPN/O1/2OO3

TANGGAL : 31 JanuariZlO1

CONTOH TANDA TANGAN DAN PARAT

PEJABAT PENANDATANGAN DIP,

PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK

MATA ANGGARAN 55

KANTOR MENTIRI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2OO3

Nama Tanda tangan Paraf

Sekretaris Menteri Negara PPN/

Sekretaris Utama Bappenas

-72r/'4

--W7&*- -vt*-
Agus Sutarman, SE

NrP. 350000727
Inr/b

Mukijo
NIP. 350000731
ll/ c

Erwin Dimas, SE, DEA

NIP. 3500001012
IIIIa
Drs. M. Arif, MSi

NIP. 350000598
trr/d

F
1

2

3

4

5

G

-J

Jusuf Arbi, SE, MA
MP.060063067
ITI/b

-fi+\

7. Edy ...
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Edy Susanto, S.Sos

NIP.35000572
lll/ a

Drs. Kasirin

NIP.350000273

IY/b

Rokhman

NrP. 350000728
Il/c

Tanda tang.an Paraf

t- fr,rr
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MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN-*rt PEMBANGUNAN NASIONAL,

KIAN GIE
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